BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SIAK, 

_ Menimbang : a. bahwa agar Kawasan Industri Tanjung Buton menjadi Pusat 

Pengembangan Industri yang dapat mendorong perekonomian di 
Kabupaten Siak, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri 
Tanjung Buton; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kawasan Industri Tanjung Buton; 

Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuan tan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 


6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4756); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustnan 

(Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5492); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan 
Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5806). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 

Dan 

BUPATI SIAK 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 


:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2004 
TENTANG KAWASAN INDUSTRI TAN JUNG BUTON. 


Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kawasan Industri Tanjung Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 
2004 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 


1. Ketentuan 


Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak. 

2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
' oemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya da am s^s em^ 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud da 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenn a an ya g 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Saga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagar unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah ^ahan baku 
dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga meng asi 
yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasu jas 

7 Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan ^dustn^yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan 
dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 

8. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang 
usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia. 

9. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan 
pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. 

10 Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi 
kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11 Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan 
Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan 
fndustri, perusahaan pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industr, dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri. 

12 Hak Pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah hak menguasai dari 
Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan 
mTah penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan 
bagLn dari !anah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan 

pihak ketiga. 

13 Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk 
' mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, 

dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 


2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Kawasan Industri Tanjung Buton terletak di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten 
Siak. 


(2) Luas Kawasan Industri Tanjung Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 


3. Ketentuan BAB V, Pasal 5 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai 
berikut: 


BAB V 

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI 
Pasal 5 

(1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk 
badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di 
Indonesia. 

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk: 

a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; 

b. koperasi, atau 

c. perseroan terbatas. 

(3) Dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton, Badan 
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus mempedomani 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan BAB VI, Pasal 6 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai 
berikut: 


BAB VI 

LAHAN KAWASAN INDUSTRI 
Pasal 6 

Tanah di Kawasan Industri Tanjung Buton adalah dalam bentuk HPL Pemerintah 
Kabupaten Siak dan Tanah diluar HPL yang telah dibebaskan oleh Pemerintah 
Kabupaten Siak dikelola oleh Badan Usaha berbadan hukum yang diatur lebih lanjut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi 
sebagai berikut: 


Pasal 6A 

Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, yang digunakan untuk keperluan 
tertentu dan/atau untuk kegiatan yang termasuk kepentingan umum dapat 
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


6. Pasal 7 dihapus. 


Pasal II 


Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 22 September 2016 

BUPATI SIAK, 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 22 September 2016 



SYAMSUAR 


SEKRETARIS 


)rs. H. T., 



H KABUPATEN SIAK, 


AMZAH 


PembinaMama Madya 
NIP. 19*600125 198903 1 004 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 5 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK:07.59.C/2016 



